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Pengertian Kemaritiman: Pengertian Kelautan:

Kemaritiman adalah bagian dari kegiatan di laut yang Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di
mengacu pada pelayaran / pengangkutan laut, wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut
perdagangan (sea-borne ftrade), navigasi, keselamatan dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber
pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pesis;ggnantal, pulau
laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, kecil, sertaruang udara diatasnya; .
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industridan jasa-jasa maritim;
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HUBUNGAN ANTARA LOGISTIK DAN MARITIM

MARITIM
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INSTANSI DI
PELABUHAN
INDUSTRI LOGISTIK NASIONAL

PERTAMBANGAN
DWELLING

TIME
KESEIMBANGAN HARGA ANTAR

INDUSTRI WILAYAH INDONESIA

PERIKANAN

BIAYA LOGISTIK

PEMERATAAN PEMBANGUNAN/ TURUN

KESEJAHTERAAN

INDUSTRI
PARIWISATA

KONDISI LOGISTIK DI INDONESIA SAAT INI

Indonesia hanya menjadifeeder dari pelabuhan Singapura

Negara kecil Singapura menjadi tulang punggung logistik Indonesia
(International Hub Port)

Biaya logistik ke luar negeri jauh lebih murah di bandingkan biaya logistik dalam
wilayah Indonesia sendiri

Dari sekian banyak perusahaan pelayaran nasional dikuasaiasing

Perusahaan Pelayaran nasional di Indonesia kebanyakan hanya menjadi trustee
dari perusaahaan pelayaran multinasional.

Kapal berbenda Indonesia belum sepenuhnya kapal miliki perusahaan Indonesia
Ketidak merataan pembangunan penyebab utama biaya logistik mahal.

Dengan ketidak merataan pembangunan saat ini, kapal pelayaran nasional
hanya dapat mengantarbarang ke wilayah Timur Indonesiatanpa ada yang
dapatdi bawa saat kembali.

Regulasi yang ada tidak mendukungkemandirian dan pengembangan pelayaran
nasional danindustri jasa maritim.

Tidakada political will dari pemerintah untuk memajukan logistik nasional
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KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL SAAT INI

VISI MARITIM
PEMERINTAH

Karena Membuka
POROS MARITIM NS PeluangKapal Asing
DUNIA BERPOTENS! Langsung Membawa
MEMATIKAN B?rangKe Semu?
PELAYARAN Wllayafh Indonesia
NASIONAL Sebagai Market, F)an
Membawa Balik
Kekayaan Alam
Indonesia

TOL LAUT

PEMBANGUNAN
PELABUHAN

PEMERATAAN PEMBANGUNAN SEBAGAISOLUSI LOGSITIK MURAH
T ITAEA. NS X -

AKAN MUNCUL PERTANYAAN MANA YANG
HARUS DIBANGUN LEBIH DAHULU:

KAPAL ATAU PELABUHAN

PERTANYAAN BERIKUTNYA:

PELABUHAN DULU ATAU PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN/ MANUFAKTUR DI WILAYAH
TIMUR
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PEMERATAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI SOLUSI LOGISTIK MURAH
P
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AKAN MUNCUL PERTANYAAN MANA YANG
HARUS DIBANGUN LEBIH DAHULU;

KAPAL ATAU PELABUHAN

PERTANYAAN BERIKUTNYA:

PELABUHANDULU ATAU PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN/ MANUFAKTUR DI WILAYAH
TIMUR

A-.\-.K\

KEBIJAKAN LOGISTIK YANG DIBUTUHKAN

REGULASI

SINERGITAS ANTAR INSTANSI DI PELABUHAN

PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

MENUMBUHKAN INDUSTRI MANUFAKTUR,
KEKAYAAN ALAM,
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SOLUSI TERBAIK UNTUK LOGISTIK NASIONAL
ADALAH : MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA
MARITIM, BUKAN HANYA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

POROS Kalau Poros Maritim Dunia Sifatnya Mengundang

MARITIM

Kekuataan Negara Lain Untuk Datang Ke Indonesia
Dan Ikut Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dan

DUNIA Menjadikan Indonesia Sebagai Market

Kalau Negara Maritim Sifatnya Membangun

NEGARA
MARITIM

Kekuatan Pelayaran Nasional Untuk Melayani
Internasional Dan Juga Melayani Sendiri

Kebutuhan Logistik Nasional

VISI NEGARA MARITIM BERBEDA DENGAN

POROS MARITIM DUNIA

Bersifat pasive, posisi Indonesia sudah berada di \

posisi strategis jalur pelayaran dunia/posisi silang/
poros maritim dunia sejak dulu yang dianugerahi oleh
Tuhan.

Untuk mengeksplorasi potensi SDA dan potensi
lainnya tidak harus menggunakan kekuatan sendiri
tetapi bisa menggunakan kekuatan dari negara
asing. Negara hanya sebagai pemilik lahan saja.

Hanya berpotensi sebagai lumbung pangan dunia
untuk kesejahteraan negara lain. Karena pengelola
lahan bisa saja memanipulasi hasil SDA yang
diambilnya tanpa memberikan laporan sebenarnya
kepada negara sebagai pemilik lahan

Poros Maritim Dunia tidak Identik untuk kepentingan
nasional, melainkan kepentingan Internasional/
Negara lain.

Hanya sebatas pemanfaatan sumber daya alam
(Perikanan, Mineral, Migas dll). Bukan optimalisasi
pelayaran nasional sebagai pemain utama tranportasi
laut kelas dunia

UPN " VETERAN"

Bersifat aktif, status sebagai Negara Maritim

harus dikejar sebagai buah dari kerja keras
suatu negara dalam penguasaan pelayaran
transportasi laut diperairan dunia dan
pemanfaatan laut sebagai tulang punggung
perekonomian negaranya .

Menggunakan kekuatan sendiri dalam hal
armada pelayaran nasional, teknologi, SDM
dan pengelolaan SDA.

Fokus kepada optimalisasi pelayaran nasional/
tranportasi laut sebagai alat angkut
perdagangan yg 90% melalui transportasi laut.
Identik dengan jumlah armada pelayaran yang
besar, pelabuhan, infrastruktur dan sarana
prasarana lainnya yang berkapasitas besar,
penguasaan teknologi pelayaran, SDM yang
berkualitas.

Sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Sebagai lambang kedaulatan suatu negara,
siapa menguasai laut akan menguasai dunia.

JAKARTA
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KRITERIA NEGARA MARITIM

Memiliki Budaya Maritim yang Kuat

Memiliki Visi untuk menjadi Negara Maritim. Dalam hal ini sudah terlaksana dan bisa
dijadikan modal utama yang telah dicanangkan Presiden Jokowi untuk langkah
selanjutnya.

Memiliki Payung Hukum/ Undang-undang yang mengatur mengenai Maritim secara
Holistik, Komprehensifdan integral

Memiliki Sumber Daya Manusia yang tangguh baik secara kualitasdan kuantitias.
Memiliki kedaulatan wilayah, kedaulatan Politik, dan kedaulatan ekonomi.

Memiliki Pertahanan dan Keamanan Yang Kuat

Memiliki Ocean Policy yang kuat

Memiliki Maritime Enterpreunership yang berkualitas

Memiliki Maritime Inovation Spirit

Memiliki teknologi kemaritiman yang sesuai dengan perkembangan zaman
Memiliki program pembangunan kemaritiman yang Holistik, komprehensif dan
integral.

Memiiki armada pelayaran nasienal yang mandiri dan besar yang mampu melayani
kebutuhan nasional dan internasional.

Memiliki sarana dan prasarana kemaritiman yang dapat memenuhi kebutuhan
standard dunia internasional.

Memilikiindustridan jasa kemaritiman

Chandra Motik Maritime Canter

3
DENGAN ‘ OTOMATIS

MENJADI BIAYA
NEGARA LOGISTIK
MARITIM MURAH
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CONTOH NEGARA MARITLM DID
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UNTUK MENJADI NEGARA MARITIM HARUS MEMILIKI HUKUM MARITIM
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PUBLIK MARITIME
LAW :

NAVIGATION
MANNING
SAFETY
POLLUTION
ECONOMIC
REGULATION

Hukum Laut Perdata
(The Law of AdmiraltylMaritime Law)

RELATEDASPECT
MARITIME LAW
(HUKUM MARITIM
LAINNYA)

. Hukum Lingkungan

Maritim.

. Hukum Wilayah

Maritim.

. Hukum Industri dan

Jasa - Jasa Maritim.

. Hukum SDM Maritim.
. Hukum Pelayaran

Rakyat.

. Hukum Perikanan.
. Hukum Wisata Laut.

PRIVATE MARITIM
LAW (HUKUMLAUT FERDATA]

. General Provision
ht Forwarding
Shipbroker
. Ship's Agent
. Warehousing
Cargo Handler
. Ship's Operator
. The Master
. Bareboat Chartering
10.Time Chartering & Voyage Chartering
11. Carriage of Goods by Sea
12.Carriage of Passanger by Sea
13. Multimodal Carriage of Goods
14. Multimodal Carriage of Passanger
15. Weighing, Tallyi Measuring & Surveying
16. Tow
17. Collision
18. Salvage
19. General Average
20. Limitation of Liability
21.The Ship’'s Hypothecs
22.Preferential Debts
23.Time Bars
24 Arrest of Shirs
25. Shipbuilding & Ship Contract
26. Settlement of Disputes

CONOMAWN
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